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BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 
NOMOR 14 TAHUN 2016 

TENTANG 

KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN  

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  

TAHUN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUKOHARJO,  

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 
tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 
sehingga berjalan secara efektif dan efisien sesuai 
dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-
undangan, perlu dilakukan pengawasan atas 
penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah; 

b. bahwa untuk memberikan pedoman, sasaran dan 
prioritas dalam pelaksanaan pengawasan atas 
penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk 
melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di 
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016, 
perlu menetapkan kebijakan pengawasan di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan 
Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2016; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

5. Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  199); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat 
di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan 
Pemerintah Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 
tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Tahun 2016 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1669); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 
2015 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di 
Lingkungan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa 
Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2015 Nomor 74); 
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MEMUTUSKAN: 
    
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2016. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sukoharjo. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sukoharjo.  

7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat APIP, adalah aparat yang melaksanakan 
pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah 
sesuai fungsi dan kewenangannya di Daerah. 

8. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran, dan 
prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan 
di lingkungan Pemerintah Daerah.  

9. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan 
daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk 
menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara 
efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
BAB II 

TUJUAN KEBIJAKAN PENGAWASAN 
 

Pasal 2 

Tujuan Kebijakan Pengawasan di lingkungan Pemerintah 
Daerah Tahun 2016 untuk : 

a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di 
lingkungan Pemerintah Daerah;  

b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan 
pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas 
pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP); 
dan 

c. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh 
Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi 
dan Inspektorat Kabupaten. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PENGAWASAN 

 

Pasal 3 

(1) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi 
arahan dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan 
Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat.  

(2) Inspektorat melakukan pengawasan internal terhadap: 

a. pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas 
kinerja dan keuangan; 

b. kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan 
menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good 
governance), tata kelola pemerintahan yang bersih 
(clean government) dan pelayanan publik di 
lingkungan Pemerintah Daerah; dan 

c. kegiatan penunjang pengawasan. 

(3) Uraian kegiatan kebijakan pengawasan di lingkungan 
Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 4 

(1) Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 
Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil 
pengawasan. 

(2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada  ayat (1) diselesaikan paling lambat 60 (enam 
puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya 
laporan hasil pengawasan. 

(3) Wakil Bupati mengkoordinasikan dan menindaklanjuti 
laporan dan/atau temuan hasil pengawasan.  

 
Pasal 5 

(1) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi 
kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam 
waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Kepala Perangkat 
Daerah menyampaikan kepada Tim Penyelesaian 
Kerugian Negara untuk melakukan penyelesaian. 

(2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi 
kerugian keuangan daerah tidak diselesaikan dalam 
waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Kepala Perangkat 
Daerah menyampaikan kepada Majelis  Pertimbangan 
Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi 
Keuangan Dan Barang Daerah untuk melakukan 
penyelesaian. 
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(3) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan yang tidak 
terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak 
diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari 
kalender, maka Wakil Bupati memberikan penilaian 
terhadap Kepala Perangkat Daerah untuk disampaikan 
kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan.  

 

Pasal 6  

(1)  Bupati melaporkan pelaksanaan pengawasan atas 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup 
Pemerintah Daerah kepada Gubernur Jawa Tengah. 

(2)  Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. keuangan dan kinerja; dan 

b. hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju 
tata kelola pemerintahan yang baik (good 
governance), tata kelola pemerintahan yang bersih 
(clean government) dan pelayanan publik.  

 

BAB  IV 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 7 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo. 

 
 

Ditetapkan di Sukoharjo 
pada tanggal  17 Juni  2016 
 

BUPATI SUKOHARJO, 
 

            ttd 
 
WARDOYO WIJAYA 

 
 

 
  
 
 
 
 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal  17 Juni  2016 
 
      SEKRETARIS DAERAH 
    KABUPATEN SUKOHARJO, 

 
                    ttd 

 

           AGUS SANTOSA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2016 NOMOR 14 
 


